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Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan 
kemiskinan, transformasi perilaku masyarakat ke arah yang lebih produktif, serta percepatan 
pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya.1 Sejumlah lembaga survei pun 
mengungkapkan bahwa akses dan kualitas pendidikan yang rendah menjadi satu dari sepuluh 
permasalahan utama Indonesia yang perlu dibenahi oleh pemerintah.2 Tidak mengherankan, isu-isu 
terkait pendidikan kerap didiskusikan menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Kampanye Pasangan Calon Terpilih Versus Skor Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat 18 dari 26 pasangan kepala daerah tingkat provinsi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 
2018 dan 2020 yang terdokumentasi melalui media daring dan menjadikan pendidikan sebagai 
program kerja mereka. Jumlah ini setidaknya dapat menggambarkan ketertarikan terhadap isu 
pendidikan di mata masyarakat. 

Provinsi Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur Terpilih

Program Kerja atau Pernyataan 
Tentang Peningkatan Kualitas 

Pendidikan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
Sumatera Utara Edy Rahmayadi - Musa 

Rajekshah
Menjadikan pendidikan sebagai 
satu dari lima Aspek Prioritas 
Pembangunan Provinsi3      dan 
pemerataan kualitas fasilitas 
pendidikan di sekolah negeri 
maupun swasta.4
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Riau Syamsuar - Edy Nasution Menyediakan pendidikan dengan 
biaya murah.5

Sumatera Selatan Herman Deru - Mawardi Yahya Memberikan beasiswa bagi pelajar-
pelajar yang hendak menempuh 
pendidikan di bidang pertanian.6

Lampung Arinal Djunaidi - Chusnunia 
Chalim

Sebagai satu dari sembilan program 
prioritas, terutama      dalam      
meningkatkan kualitas pendidikan 
menengah dan tinggi.7

Jawa Barat Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul 
Ulum

Smart class untuk semua      universitas 
di kabupaten dan kota,      pendidikan 
gratis bagi golongan ekonomi 
lemah,      dan Pesantren Juara.8

Jawa Tengah Ganjar Pranowo - Taj Yasin 
Maimoen

Pendidikan politik dan 
pemberdayaan masyarakat dengan 
menanamkan nilai-nilai spiritual dan 
kebangsaan, melalui pendidikan, 
pelatihan, dan pendampingan 
masyarakat.9

Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa - Emil 
Dardak

Pendidikan gratis dan 
pengembangan pendidikan 
keagamaan.10

Kalimantan Barat Sutarmidji - Ria Norsan Merealisasikan pembangunan 
Gedung Sekolah yang berkualitas,      
menjamin pendidikan kepada anak 
hingga Sekolah Menengah Atas,      
serta memfasilitasi perlengkapan 
sekolah yang bagus (seperti sepatu 
sekolah).11

Bali I Wayan Koster - Tjokorda Oka 
Artha Ardana Sukawati

Pendidikan gratis.12

Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi 
Djalilah

Pendidikan sebagai sektor penting 
dalam peningkatan mutu sumber 
daya manusia (SDM), sekaligus 
mengakselerasi pengembangan 
sektor lainnya.13

Nusa Tenggara 
Timur

Viktor Laiskodat - Josef Nae Soi Empat Gerakan Transformasi 
(Prasarana, Sarana, dan Pendanaan, 
Tenaga Pendidik) di bidang 
pendidikan14      dan menyekolahkan 
10.000 pemuda NTT ke Luar Negeri.15
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Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
Sumatera Barat Mahyeldi - Audy Joinaldy Pemberian tunjangan khusus 

sebesar Rp2.500.000,00      untuk      
guru dan tenaga kependidikan 
SMA/SMK/SLB di daerah tertinggal, 
terdepan, dan terluar; minimal 20% 
SMA/     SMK Negeri mengakomodasi 
siswa miskin; pembangunan fasilitas 
sekolah di tingkat SMA/SMK; dan 
memberikan seribu beasiswa kuliah 
di dalam maupun luar negeri.16

Bengkulu Rohidin Mersyah – Rosjonsyah Pemberian beasiswa pelajar miskin 
melalui Kartu Bengkulu Sejahtera, 
biaya SPP gratis bagi SLTA/sederajat 
dan SLB, beasiswa mahasiswa 
berprestasi,17 dan memfasilitasi 
sekolah ramah disabilitas.18

Jambi Al Haris - Abdullah Sani Memberikan beasiswa kepada 
mahasiswa miskin dan mahasiswa 
berprestasi melalui Kartu Cerdas 
Mantap,19 penambahan fasilitas 
ruang kelas di tingkat SLTA, dan 
pengembangan sekolah vokasi.20

Kepulauan Riau Ansar Ahmad - Marlin Agustina Pendidikan merupakan satu dari 
tujuh program unggulan, yang 
berfokus untuk meningkatan sarana 
dan prasarana, meningkatkan 
kompetensi guru, serta 
meningkatkan layanan pendidikan 
melalui sekolah gratis dan 
beasiswa.21

Kalimantan Selatan Sahbirin Noor – Muhidin Meningkatkan pendidikan vokasi 
berbasis link and match yang 
menghasilkan SDM sesuai dengan 
kebutuhan di sektor usaha.22

Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang - Yansen 
Tipa Padan

Masuk menjadi dua dari sepuluh 
program prioritas, yakni dengan 
mewujudkan Pendidikan Wajib 
Belajar 16 Tahun dan pemberian 
Tunjangan Perbaikan Penghasilan 
bagi Tenaga Pendidik.23
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Sulawesi Tengah Rusdy Mastura - Ma’mun Amir Mengakomodasi pendidikan gratis 
melalui Kartu Sulteng Sejahtera.24

Tabel 1. Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih25

Sayangnya, kampanye tersebut tidak sejalan dengan Indeks Pembangunan yang diperoleh masing-
masing daerah tersebut (lihat lampiran). Rilis dari Global Data Lab menemukan Indeks Pembangunan 
Manusia pada tingkat nasional mengalami penurunan, dari 0,710 pada tahun 2018 menjadi 0,705 
pada tahun 2021.26 Rata-rata penurunan skor sebesar 0,005 juga dialami oleh 17 dari 18 daerah di atas 
(kecuali Kalimantan Utara).27 Penghitungan indeks ini mengakomodasi 2 dari 4 penilaian dari Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan Nomor 4.28 

Penurunan kualitas pendidikan melalui perolehan Indeks Pembangunan Manusia yang dialami oleh 
daerah-daerah yang mengampanyekan “pentingnya pendidikan”, menjadi pertanda bahwa upaya-
upaya pemajuan pendidikan masih belum dijajal secara serius oleh pemerintah dan sekadar dijadikan 
sebagai mesin pencari suara belaka.29 Bahkan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Mendikbud-Ristek) mengaminkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia cenderung mengalami 
penurunan apabila mengacu kepada penilaian Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA), yang 
menempatkan Indonesia pada urutan 74 dari 79 negara.30

Analisis      

Schiefelbein dan McGinn tidak menampik bahwa rekonstruksi terhadap pendidikan memang tidak 
luput dari campur tangan para elite politik yang mengemban jabatannya.31 Pada hakikatnya, mereka 
tidak hanya berperan dalam mendiagnosis permasalahan dan merancang rekomendasi tingkat 
tinggi, namun juga mengembangkan rencana aksi, mengidentifikasi risiko dan tindakan mitigasi dari 
kebijakan, serta menganggarkan biaya secara akuntabel.32 

Berdasarkan sebagian besar temuan di atas, terlihat bahwa konsep dan gagasan terkait pendidikan 
yang dibawakan para politikus terkesan konservatif dan tidak ada kebaruan. Program yang dirancang 
hanya meniru program yang telah ada (baik yang dirancang oleh pemerintah pusat atau pejabat 
pemerintahan di daerah lain), dengan “mengganti kemasan” yang telah ada. Sebagai contoh, 
pemberian bantuan uang tunai kepada penerima manfaat individu sebenarnya tidak menyentuh 
akar permasalahan dalam proses pengembangan sumber daya manusia.
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Minimnya pertimbangan terhadap kebijakan berbasis bukti dalam perumusan aturan di tingkat 
pemerintah pun menjadi penghambat dalam proses implementasi pendidikan yang berkualitas. 
Upaya dalam digitalisasi hingga westernisasi memang terkesan menarik, namun sebenarnya tidak 
menyentuh akar permasalahan dalam pengembangan sektor pendidikan. Contoh kecilnya adalah 
digitalisasi akses pendidikan dalam kurikulum merdeka, di mana pada praktiknya, sekolah-sekolah 
hanya memiliki perangkat digital yang terbatas. Selain itu, 52,88% tenaga pendidik yang didominasi 
kelompok usia tua (40-≥65 tahun),33 masih belum memiliki kompetensi digital yang mumpuni.34

Masifnya tindak kolusi dan nepotisme di Indonesia juga masih menjadi penghambat, sekaligus 
berpotensi untuk mendegradasi inovasi dalam pengembangan suatu program.35 Masalah ini masih 
terus menjamur, mengingat masih lemahnya fungsi pengawasan di level pemerintah yang bahkan 
ikut melanggengkan praktik tersebut. Kondisi ini berdampak pula pada pola pikir masyarakat yang 
menganggap bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat dimaklumi, walaupun perbuatan tersebut 
melanggar hukum.36 Pola pikir ini tentu merupakan preseden buruk bagi keberlangsungan dan 
upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 

 Beberapa masalah tersebut kerap menciptakan dilema di dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan 
solusi-solusi konkret untuk menyelesaikannya. Pertama, terkait perumusan kebijakan, intervensi dari 
unsur-unsur masyarakat, seperti guru, kepala sekolah, hingga pelajar sekalipun, sangatlah diperlukan. 
Keterlibatan lembaga-lembaga riset independen dalam merumuskan instrumen pengkajian tersebut 
juga tidak kalah penting, sehingga dapat menghindari bias keberpihakan terhadap daerah atau 
konstituen tertentu. Keterlibatan lembaga riset dalam hal ini juga dapat membantu pemerintah 
dalam mendeskripsikan kendala nyata bidang pendidikan di wilayahnya. Akar permasalahan 
pengembangan pendidikan di daerah tersebut dapat dianalisis dengan saksama dan pemerintah 
dapat menentukan peta jalan pendidikan yang tepat untuk mereduksi permasalahan-permasalahan 
tersebut, yang terdokumentasi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Opsi lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memaksimalkan fungsi Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam menghimpun berbagai aspirasi masyarakat akar 
rumput. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah sering lalai dan menyamaratakan solusi untuk setiap 
masalah pendidikan di daerahnya, karena tidak adanya partisipasi masyarakat di dalam proses 
perumusan kebijakan. Partisipasi mulai dari tingkat akar rumput ini sebenarnya terbukti efektif, asal 
pemangku kebijakan di tingkat desa hingga kota/kabupaten tetap mengedepankan akuntabilitas 
dan tidak berat sebelah terhadap kepentingan kelompok tertentu. Aspirasi ini tentunya dapat 
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menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan sesuai dengan konteks masing-
masing wilayah, disertai dengan data pendukung dari pemerintah. Hal ini tentunya akan mendukung 
terjadinya efektivitas alokasi anggaran yang telah disesuaikan dengan konteks masalah yang ada di 
masing-masing wilayah tersebut.

Pemerintah juga dapat mulai berbenah dengan mulai fokus terhadap pengembangan SDM dan 
fasilitas pendukung, baik di dalam ataupun luar sekolah. Kebijakan ini cenderung sangat minim 
diimplementasikan oleh pemangku kebijakan yang cenderung memilih untuk mengalokasikan 
anggaran berupa bantuan uang tunai terhadap individu, khususnya terhadap para pelajar. Selain 
rawan tindak pidana korupsi apabila tidak diawasi penggunaannya, bantuan tersebut juga 
kemungkinan besar tidak akan dimanfaatkan oleh wali murid ataupun sekolah untuk kepentingan 
penerima manfaat pelajar. Pengembangan SDM dan fasilitas pendukung mungkin merupakan opini 
yang tidak popular di mata masyarakat, namun kebijakan ini memiliki dampak yang nyata dalam 
memaksimalkan kualitas SDM.

Terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah peran pemerintah dalam memberantas tindak korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi. Perwujudan komitmen 
pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang bersih juga menjadi bagian penting dalam 
peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya. Pemerintah dapat mulai meminimalisasinya melalui 
pelaksanaan rekrutmen pegawai yang transparan, objektif, akuntabel, dan sistematis, termasuk 
dalam hal lelang jabatan eselon yang acapkali diwarnai dengan tindak suap atau jual-beli jabatan. 
Tentunya, pejabat hingga tenaga pendidik yang terpilih berdasarkan kredibilitas dan kompetensinya 
yang mumpuni dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan hingga pembangunan di daerah 
tersebut.

Kesimpulan

Upaya peningkatan kualitas pendidikan secara garis besar masih berbentuk narasi-narasi dalam 
janji kampanye yang mereka gaungkan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berpaku pada 
hasil asesmen, seperti PISA atau Indeks Pembangunan Manusia semata.37 Lebih dari itu, peningkatan 
kualitas pendidikan juga beririsan dengan penurunan kesenjangan dan peningkatan taraf hidup 
masyarakat.38 Pentingnya implementasi pendidikan yang berkualitas oleh pemerintah sangat 
diperlukan dan dapat diwujudkan sesuai dengan konteks wilayahnya masing-masing.
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Lampiran

Tabel Indeks Pembangunan Manusia oleh pasangan calon Kepala Daerah Tingkat Provinsi masa 
pemilihan 2018 dan 2020, sebelum dan sesudah mengemban jabatan sebagai Kepala Daerah 
(Sumber: Global Data Lab, Nijmegen School of Management of Radboud University).

Provinsi 2018 2019 2020 2021 Pertumbuhan 
Indeks

Sumatera Utara 0.702 0.709 0.702 0.697 -0.005
Riau (termasuk 
Kepulauan Riau) 0.722 0.728 0.721 0.716 -0.006

Sumatera Selatan 0.702 0.709 0.702 0.697 -0.005
Lampung 0.7 0.706 0.699 0.694 -0.006
Jawa Barat 0.712 0.719 0.711 0.707 -0.005
Jawa Tengah 0.709 0.716 0.709 0.704 -0.005
Jawa Timur 0.708 0.715 0.707 0.703 -0.005
Kalimantan Barat 0.684 0.690 0.683 0.679 -0.005
Bali 0.736 0.742 0.735 0.73 -0.006
Nusa Tenggara Barat 0.695 0.702 0.694 0.69 -0.005
Nusa Tenggara Timur 0.654 0.66 0.653 0.649 -0.005
Sumatera Barat 0.733 0.728 -0.005
Bengkulu 0.72 0.716 -0.004
Jambi 0.703 0.698 -0.005
Kalimantan Selatan 0.694 0.689 -0.005
Sulawesi Tengah 0.69 0.685 -0.005
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